BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang

Mengingat

NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan
Daerah di bidang Pertambangan Umum dan
peningkatan Pendapatan Asii Daerah, dipandang
periu mengatur usaha Pertambangan Umum;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut,
periu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Undang-undang Nomor & Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tzhun
1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Nomor : 2043);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1987 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor
6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2844);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 761 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3214);
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Undang-undang Nomor 24 Tahun 1882 tentang

Penatean Ruang (Lembaran Negara Tahun 1892
Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor

3501);

Undang-undang Nomor 23 Tahun '1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1897 Nomor 68 Tambahan Lembearan

Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1899 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1899 Nomor €0 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Pembaglan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1889 Nomor
72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3818);

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1897 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor S Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupsaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Propinsl Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1880
tentang Penggolongan Bahan Gallan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3174);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1887 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
(Lembaran Negara Tahun 1892 Nomor 129

Tambahan Lembaran Negara Nomor 35186); L

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pegjak Yang Beraku Pada Departemen
Pertambangan ©Dan Energi DI Bldang: -

Pertambangan Umum sebagaimana telah diubah .

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 26
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1899
tentang Analisis Mengenal Dampak Lingkungan
(AMDAL), (Lombaran Negara Tahun 1999 Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

‘Propinsl sebagal Daerah Otonom

(Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun
1860 tentang  Ketentuen-Ketentuan  Pokok
Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4154); |

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang
Sinkronisasi  Pelaksanaan Tugas  Bidang
Keagrarisan Dengan Bidang Kehutanan,
Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 1 Tahun
2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Datam
Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyldik
Pegawal Negeri Sipll Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 19886 tentang
Ketentuan Pokok Perjanjlan Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energl
Nomor 2885.K/201/M.PE/1993 tentang Inspeks!
Tambang Bidang Pertambangan Umum;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energl
Nomor 555.K/ 26/M.PE/1995 tentang Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja Pertembangan Umum;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energl
Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan
Dan Penanggulangan Perusakan Dan Pencemaran
Lingkungan Pada Keglatan Usaha Pertambangan
Umum,

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energl
Nomor 1452.KMO/MEM/2000 tentang Pedoman
Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Di Bidang
investasi Sumberdaya Dan Energl, Penyusunan
m Geologi Dan Pemetaan Kerentanan Gerakan
anan,

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha Dan
Atau Keglatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan
Analisis Mengenal Dampak Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 130-87

Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan
Kabupaten dan Kota;
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BAB |
KETENTUAN UtTUM
Pasal ¢

Dalam Pereturan Daerah inl yang dimakeud dengan :

a.
6.

o.
d.

Daerah adalah Dasrah Kabupaten Gunung Mas;

Pemerintah Dacrah adalah Dacrah boserts Perangiat Daerah
Otonom yang lain sebagal Badan Deerah;

Bupati adslah Bupati Gunung Mas;

Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energl dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Gunung hMas;

Kopela Dinas edalah Kepala Dinoss Pertambangan, Energi dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Gunung Mas;

Usaha Pertambangan Umum adalah segala keglatan usaha pertambangan
baimga!hnmdaktomasukmwakbuml gas alam, panas bumi dan radio
alkth) vyaikni mefiputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi,
Pangolahan/Pemumian, Pengangkuten dan Fenjualan;

Penyelidiian Umum adalah penyelidikan secara geologi atau geofisika
secara umum, di daratan, perairan dan dar udara, segala sesuatu dengan
maksud untuk membuat peta atau geofisika umum atau untuk
menetapican tanda-tanda adanya gallan;

Eksplorasl edalah kegiatan penyelidikan geoclogl detali untuk menetapkan
lebih telitiseksama adanya dan sifat letakan bahan galian;

Eksploitasl adalah usaha pertambangan dongan maksud  untuk
manghasifian bahan galian dan memanfaatiannya;

Pongolahan/Pemurnian adaleh pekedaan untuk mempertinggt mutu bahan
galian sarte untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang
terdapat dalam bahan galian Hu;

Penjualan adulzh segala usahe penjustan behan gsiian dan hasll -

pengolahan/parmurnian hahan galian,

Pengengkutan
umism dari setu lokas! ke lokesi lain;

Ralklamas) adziah sofiap pekeriean yang bertujuan untuk memperbaiki

ombalikan pemanfeatan atau meningkatkan daya guna lzhan yang
muﬂm oleh usaha pertambangan umum;

Konservesi Sumber Daya Alam adalch pengelolaan Sumber Daya Alam
Fm menjamin  pemanfaatan secara bijaksana dan menjamin

esinambungen nersedinannyn dangen tetep memethara dan meningkatian
kunlitas nilal dan keamkamgamannya,

Surat [zin Usaha Pettammbangan {SIUP) adalah dukuimen yang menetapkan
wewenang, dan hak untuk melalatkkan semua atau sebahagian
tahap kegiatan usaha pertambangan umum :

- Kunsa Pertambangan ()
- Kontrak Karya (KK)

-Perjanjlan Karya Pengusahsan Pertambangan Batubara (PKP2B)
- Surat {jin Pertambangan Daerah (SIPD)
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P- Kuasa Pertambangan (KP) adalah dokuman yang berisikan

wewenang
yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha
pertambangan umum; -

Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan (KP)
yang diberikan oleh Bupati kepada Instans! Pemerintah untuk melakukan
usaha pertambangan umum; |

Surat tzin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan (KP) yang

diberiken oleh Bupai kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha
pertambangan dalam sekala kecil dan dengan luas wilayah yang terbatas;

Kontrak Karya (KK) adalah dokumen yang berisikan perjanjian antara
Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum (dalam rangka
PMA/PMDN) untuk melaksanakan ussha pertambangan bahan galian, tidak
termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara;

Perjanjlan Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah
satu

perjanjian karya antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan
berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan

bahan galian batubara;

Surat zin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah dokumen yang berisikan
wewenang untuk melakukan keglatan usaha pertambangan umum yang
diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), KoperasV/KUD, Badan Hukum Swasta, Perorangan,
dengan modal menengah dan kecil;

Pungutan Dacrah adalah pungutan yang wajib dibayar kepada Daerah
:ﬂmai pembayaran atas hak usaha pertambangan yang diberikan, terdiri

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Pungutan lainnya.

Pajak Daerah selanjutnya dissbut pajak adalah luran wajib yang dibayarkan
orang pribadl kepada Daerah tanpa imbatan langsung yang seimbang yang
dapat dipaksakan berdasarian Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku yang digunakan untuk membiayal penyelenggaraan Pemerintah
Kabupaten dan Pembangunan Daerah; : ‘

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
kepada setiap orang, Badan Usaha termesuk Koperasi yang melakukan
kegiatan usaha di bidang pertambangan;

Pungutan lainnya adalah pungutan yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Kabupaten dalam bentuk Pajak Negara, luran Produksi, dan sumbangan
yang tidak mengikat;

Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
.l:?nms' Perseroan Komanditer, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha

nya;

- Pencadangan Wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan

suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan
umum;

- luran eksplorasi lalah iuran Produksl yang dibayarkan kepada Negara dalam
hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapatkan hasil berupa
bahan gaflan yang tergall atas kesempatan eksploras! yang diberikan
kepadanya; :

- luran eksploitas! iatah iuran preduksi yang dibayarkan kepada Negara atas -
hasil yang diperoleh dari Usaha Pertambangan Eksploitasl sesuatu atau
leblih bahan gallan;

* Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal/ domisili tetap
dan mempunyai KTP pada Kecamatan dimana bahan galian berada.
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JENIS BAHAN GALIAN DAN WEWENANG
Di BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 2

Jenis bahan galian yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah :
a.  Minyak bumi, bitumen calr, lilin bumi dan gas alam;
b. Uranium, radium, thorium dan bahan galian radiocaktif lainnya.

Jenis bahan galian yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah:
a. Bahan Gallan Strategis (Golongan A)

- Bitumen padat, aspal;

- Antrasit, batubara, batubara muda, gambut, nikel, kebalt, imah.

b. Bahan Galian Vital (Golongan B)
- Besl, mangaan, molbden, khrom, woifram, vanadium, titan;
- Bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan;
- Arsl, antimon, bismut, krictit, fluorspar, barit;
- Yitrium, thutenium, cerium, dan logam-logam langka lainya;
- Berilllum, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- Yodium, brom, khlor, belerang.

c. Bahan gallan yang tidak termasuk Golongan A dan B (Golongan C)
- Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite)

Asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yerosit, leusit, tawas (allum), cker;
Batu permata, batu setengah permata;

Pasir kwarsa, kaolin, reldspar, gips, betonit;

Batu apung, tras, opsidian, periit tanah diatome, tanah serap, (Fullers
earth);

Marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kaisit;

Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak
mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupuan golongan B
dalam jumiah yang berarti ditinjau darl segi ekonomi pertambangan.

Wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan di bidang usaha
pertambangan umum di dacrah seperti tesebut dalam ayat (2) Pasal ini
dilakukan oleh Bupati;

Wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan di bidang usaha
pertambangan umum seperti dalam ayat (2) Pasal ini untuk lintas
Kabupaten/Kota dilakulkan cleh Gubernur.

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab di bidang pertambangan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peratuaran Daerah ini
meliputi :

a. Pengaturan;

b. Perizinan;

¢. Pembinaan dan pengawasan;

d. Evaluasi dan pelaporan.
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(3) Peraturan Daerah Ini meliputi :
Mengatur, mengurus membina dan mengembangkan keglatan usaha
pertambangan umum;

b. Melakukan keglatan survey, inventarisasi dan pemetaan terhadap bahan
gallan golongan A, B dan C dengan skala 2 1 : 50.000;

izin Usaha Pertambangan (JUP);
-Pengembangan dan penetapan prosedur pelaksanaan pembinaan,
pengawasan dan pemeriksaan;
~ Penyelesaian masalah tumpang tindih wilayah ljin Usaha Pertambangan
(IUP) dengan usaha atau peruntukan lain;
Perencanaan dan pengembangan wilayah dan kawasan pertambangan;
Pencegahan dan penanggulangan pertambangan tanpa tzin;
Penetapan dan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
dan pengelolaan lingkungan dalam rangka usaha pertambangan umum;
Perencanaan, pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan program
pengembangan masyarakat sokitar wilayah usaha pertambangan
umum;
Melaksanakan Pungutan Daerah atau Pungutan Negara;
k. - Pemberian izin Usaha Pertambangan;
Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat(WPR);
m. Menyampaikan laporan pelaksanaan perkembangan / kemajuan usaha
~ pertambangan umum di daerah termasuk hasil produksinya kepada
Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Cq. Dirjen Sumberdaya
Mineral, Menteri Dalam Negeri Cq. Dijen PUOD dan Gubernur Cq.
Dinas Pertambanmn dan Energl Provinsi Kalimantan Tengah;
n MelaksanalanhmsblnyangdibeﬁlanothemeﬂntahPusﬁdan

atau Pemerintash Provinsl di bidang pertambangan dan energl
berdaaarlmnmshxgaspembanman.

a o

~ Fa™ o

. -

Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk merencanakan dan melaksanakan
keglatan tersebut dalam ayat (2);

Dalam melaksanakan keglatan tersebut dalam ayat (2) Kepala Dinas dapat
bekerjasama dengan instang! lain;

Wewenang dan tanggungjawab pelakasanaan sesual ayat (3) Pasal ini yang

Pengembangan dan penetapan prosedur dan persyaratan pemberian A

oY

dilimpahkan dari Bupal kepada Kepala Dinas akan ditetapkan dengan‘ R

Keputusan Bupat;

BAB Iif
PERIZINAN
Pasal 4

Setlap usaha pertambangan umum, baru dapat dllaksanakan apabila telah
mendapat [zin Usaha mbangan (IUP);

Untuk setiap usaha pertambangan umum yang perizinannya masih menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsl, dapat
dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Bupati;
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(3 [2in Usaha Pertambangan (UP) sebagalamana dimaksud dalam ayat (1)
Pasalinl,berupa:
a. Kuasa Pertambangan (KP):
1) Keputusan Penugasan Pertambangan;
2) Surat lzin Pertambangan Rakyet (SIPR);
3) Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.
b. Kontrak Karya (KK);
¢. Perjanjlan Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
d. Suratizin Pertambangan Daerah (SIPD).

4) :; l;gaha Pertambangan (UP) dapat berupa izin untuk melaksanakan
n:
a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
-~ b, Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
€ Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
d. Kuesa Pertambangan Pengolahan dan Pemumian;
¢. Kuasa Pertambangan Pengangkutan;
f. Kuasa Pertambangen Penjualan.

" ® lin Usaha Pertambangan (UP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
hanya untuk keglatan pertambangan umum hingga di lepas pantal sampal
- dengan 4 mil laut; :

(6) Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinen sebagaimana
- tersebut dalam ayat (3) Pasal ini dlatur dengan Keputusan Bupati
berdasarkan Peraturan Perudang-undangan yang;

(7) Dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan ({UP) dalam bentuk Kontrak

Karya (KK) dan Perjanjlan Karya Pengusahaaan Pertambangen Batubara

- (PKP2B) dalam rangka Penanaman Modal Asing / Dalam Negeri,

Pemerintah Daerah = berkonsultasi dengan Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Pusat, serta memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas;

(8) Bentuk dan isl kontrak/perjanjian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mengacu kepada standar
yang dibuat oleh.Pemerintah Pusat;

8) Ketentuan Usaha Pertambangan Rakyat wila tolah ditetapkan
© sebagal Wilayah Pertambangan Rakyat(\%gg)mmmmdm
diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8
(1) Usaha Pertambangan Umum dalam rangka pemberian I[zin Usaha
Pertambangan dapat diberikan kepada:
. Instansi Pemerintah;
Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
Badan Usaha Millk Daerah (BUMD);
KoperasifiKoperasi Unit Desa;
Badan atau Perseroan Swasta yang didirikan sesual dengan peraturan
perudang-undangan dan berkedudukan di Indonesia, mempunyal
pengurus yang berkewarganegaraan Indonesla serta bertempat tinggal
_di Indonesia dan mempunyal usaha di bidang pertambangan;
f. Orang pribadi yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat
tinggal di indonesia;
g. Perusahan yang modainya berasal darl hasil kerjasama antara badan
usaha dan orang pribadi sebegaimana tercantum pada hurufa, b, ¢, d,
dane.

eRow
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Pasal 11

(1) Pemegang lzin Usaha Pertambangan (IUP) dapat menyerahkan kemball {zin
Usaha Pertambangan (IUP) nya dengan pemyataan tertulis disertal alasan-
alasan kepada Bupati;

(@ Pengembalian izin Usaha Pertambangan ({UP) dinyatakan sah setelah ada
Keputusan Bupati;

Pasal 12

tzin lll:aha Pertambangan (lUP) dapat dibatalkan dengan Keputusan Bupati

a Pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP) melanggar ketentuan yang
beriaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah ini dan tidak
memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Surat tzin;

b. Pemegang izin Usaha Pertambangan (JUP) ingkar menjalankan perintah dan
petunjuk pejabat pelaksana inspeks! tambang;

¢. Kondisi penambangannya membahayakan bagl lingkungan hidup dan
keselamatan rakyat setempat;

d. Terjadi persengketaan hak millk tanah yang tidak dapat diselesaikan;

o. Pemegang Surat kzin tidak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan
dalam masa beriaku 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat kzin atau
selama 2 (dua) tahun menghentikan keglatan usaha pertambangan umum
tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

f. Endapan bahan galian sudah habis atau sudah sulit didapat;

g. Terdapat hal yang dipandang periu untuk kepentingan Negara.

Pasal 13
Apabila batas wakiu yang ditentukan dalam suaftu (zin Usaha Pertambangan (JUP)

berakhir dan tidak diajukan perpanjangan, maka 2in Usaha Pertambangan (JUP)
tersebut berakhir menurut hukum.

BAB VI
LUAS WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 14
Suatu Wilayah kzin Usaha Pertambangan (UP) diberikan dalam

proyeksi tegak
lurus darl sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian zin Usaha
Pertambangan (JUP).
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Pasal16

Luas Wilayah [zin Usaha Pertambangan (UP) dalam bentuk Kuasa
Pertambangan (KP) :

a. PenyelldllanUmumdanEhplomslmalslmalZSOOOheldar

b. Eksploitasi maksimal 5.000 hektar,

LuaswlhyahKPdalambenﬂklPR(lzlnPeﬂnmbanganR&kyﬂ) ‘pada tahap
eksploitasl tidak boleh melebihi S (lima) hektar

Luas Wilayah kin Usaha Pertambangan (UP) dalam bentuk Kontrak
(PKamKPZB (KK) dan Peijanjlan Pengusahaan Pertambangan Batubara
) .
a. Pada tahap Penyelidikan Umum maksimal 100.000 heldar dan secara
- bertahap akan diciutian, sesuai dengan ketentuan dalam
kontrak/perjanjian; :
b. Pada tahap eksploitasi maksimal 25.000 hektar.

Luas Wilayah izin Usaha Penambangan (UP) dalam bentuk Surat Izin
Poﬂam Daerah (SIPD)

. Pada tahap eksplorasi maksimal 250 hektar;
b. Pada tahap eksploitasi maksimal 50 hektar,

- BABWVI
PEMBATASAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
Pasal 16

izin Ussha Pertambangan (JUP) tidak akan diberikan pada wilayah
zeurg)mbangan umum yang sudah mendapat lzin Usaha Pertambangan

izin Usaha Pertambangan (JUP) eksploitasi tidak akan diberikan di wilayah
yang tertutup untuk keglatan usaha penambangan guna kepentingan umum;

Dalam Daerah tidak boleh dilekukan kegiatan usaha pertambangan umum -

KawasanSualmAlam Hutan Wisata, dan Hutan Lindung;
Tempm ibadah, tempat kuburan, tampat yang dianggap sucl/keramat,
tempat fasilitas umum, mlsal jembatan, jalan umum, saluran alr, Ratrik
dan laln sebagainya;

¢. Kawasan yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada tempat-
znnmmhpanqandanbamumnunmkknpenﬁnganmmn

d. Tempat-tempatpekefjaan darl usaha pertambangan lainnya;

e. Bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, sekolah-sekolah, pabrik-

mbdk,«ntanahdseldhmyakoeudldenganlzlnyangbmngh&hn

Dengan tidak mengurangi yang dimaksud ayat (3) Pasal ini, jika dianggap

sangat periu untuk kepentingan daerah, maka pemindahan bangunan
pekerjaan umum dapat dilakukan oleh Bupati.
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- Pasal 17

Pada suatu wilayah pertambangan umum dapat diberikan (zin Usaha

U tuk Jenis bahan galian lal n
berbeda. ssboian mendepel perschuan darl Pemegang. iz Usane
Pemmbangan (UP) terdahulu;

Pemegang izin Usaha Pertambangan ((UP) mempunyal hak mendapatian
prioritas umk':nengusahal(an bahan gallan dalam wilayah kerjanya.

BAB Vill
KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG SURAT IZIN
Pasal 18

Pemochon Izin Usaha Peﬂambaman (UP) wajib memenuhi kewajiban
keuangan yang berlaku pada saat izin Usaha Pertambangan (IUP)
diterbitian atau ketentuan lain yang beriaku;

Pomegang [zin Usaha Pertambangan (UP) tidak diwajibkan untuk
membayar Pajak Daerah, dan pungutan lainya atas waste/material buangan

danlap&antanahpenulupdahmkeglatanopus!omlpemmbumn
selama tidak dimanfaatkan secara komersial;

Pemegang [zin Usaha Pertambangan (UP) wajib membayar Pajak Daerah,
dan pungutan lainya atas keglatan usahanya sesual ketentuan yang beriaku
pada seat lzin Usaha Pertambangan (JUP) diterbitkan atau ketentuan lain
yang berlaku;

Pemegang lzin Eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap
eksploltas! denganmenwmanpemohonanbmmskepadampaﬂsem
mementuhl persyaratan yang ditentulan;

Pemegang [zin Eksplorasi dan atau pertambangan. eksploitasi berhak
memiiiki bahan galian yang tergall setelah memenuhi kewajlban membayar
iuran tetap dan luran eksplorasi/eksploitasl;

Pemegang izin Usaha Pertambangan {IJUP} wajib melaksanakan keglatan
penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknis
ponambangan yang balk dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup
sesual dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pejabat
Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);

Pemegang kzin Usaha Pertambangan {lUP} wajib memberikan lapomn
secara tertulls atas pelaksanaan keglatan setiep 3 (tiga) bulan kepada
Bupati cq. Dinas, Camat yang bersangkutan dan tembusan kepada
Gubemnur cq, Dinas Pertambangan dan Energl Propinsi, Menteri Dalam
Negeri, Otonomi Daecrah cq. Difjen PUOD, dan Menteri Energi, dan
Sumberdaya Mineral cq. Dirjen Pertambangan Umum;

Pemegang lzln Usaha Pertambangan (lUP) wajib membuat lapomn hasll
pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Ungkungan (UPL) setia 3(tiga) bulan kepada Bupati dengan
mmm Pertambangan, Energl dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Guna kepentingan pengendalian dampak lingkungan pada bekas
penambangan, kepada Pemegang lzin Usaha Pemmbanoan upP)
diwajibkan membayar/menitipkan Uang Jaminan Rekiamasi yang ditetapkan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang beriaku;
Uang jaminan di maksud ayat © (sembilan) Pasal Ini menjadi hak
Pemerintah Daerah apabila tidak ditakukan reklamasi.
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Pasal 23

(1) Objek Pungutan Daerah adalah : ~ :
a. luran Tetap Pertambangan (landrent) Kontrak Karya (KK), Kuasa
~Pertambangan (KP), Perjanjlan Karya Pengusahaan Pertambangan
b Hasilprod lcsl(:)ayv:lny) dipoml'egandaﬂkegmnehpbviml(unooba
. u yang ‘
produksi) dan eksploitasi bahan galian, sebesar tarif jenis bahan galian
- pada lampiran | Peraturan Daerah inl;
¢. Alat-alat berat, mesin sedot/mesin tumbuk, mesin pompa, Dong-Feng,
mesin tumbuk batu, mesin semprot dan sejenisnya;
d. Pelayanan administrasi.

(2) Biaya pengukuran dan pemetaan dibebankan kepada pemchon.

Pasal 24

Subjek Pajak Dacrah dan pungutan lainnya adalah setlap Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Millk Daerah (BUMD), Koperasi/KUD (Kecperasi
Unit Desa), Badan hukum, orang pribadi atau perusahaan kerjasama yang

keglatan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud
Pasal 5 Peraturan Daerah ini. ‘

BAB X
BESARNYA TARIF PAJAK DAERAH DAN PUNGUTAN LAINNYA
Pasal 28

(1) Pemegang [2in Usaha Pertambangan (UP) diwajibkan membayar luran
Produksi, Pajak Daerah dan pungutan f(ainnya dari kegiatan usaha
pertambangan umum, yang besar tarifnya ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Daerah ini sebagal bagian yang tak terpisahkan;

(2) Pemegang izin Usaha Pertambangan dalam rangka Kuasa Pertambangan
(KP), Kontrak Karya (KK) dan Peranjlan Karya  Pengusahean
Pertambangan Batubara (PKP2B) diwajibkan membayar Iluran Tetap
setiap tahun sesual luas dan tahapan kegiatan sebagaimana Lampiran |l dan i
Peraturan Daerah ini sebagal baglan yang tak terpisahkan; |

(3) Bagl Pemohon IUP dalam bentuk KP, KK, PKP2B, IPR etau SIPD diwajiblkan
membayar Blaya Pencadangan Wilayah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) untuk luas areal per blok dari 50 Ha, atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) per Ha untuk luas kurang dari 50 Ha.

(4) Pemegang lzin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Gallan Golongan C
diwajibkan

membayar luran Produksi, yang besamya mengacu pada Lampiran |
Peraturan Daerah ini;

(5) Usaha Pertambangan yang berada di WPR maupun di luar WPR yang
menggunakan Peralatan M;?ln dznajlbkan n:embayar Pajak Daerah menurut
Type/kapasitas mesin yang digunakan sebagal berikut :

a. Mesin sedet Dong Feng dan sejenisnya sebeesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu ruplah J/unittahun; \

b. Mmsodot (L.300/mesin mebil) Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) /
unittahun;

c. Mesin penumbuk batu Rp. 25000~ (dua puluh lima ribu
ruplah)/aluftahun; :

d. Alatberat dan sejenisnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta ruplah)/unittahun.
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PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasaj 33
Pemerintah Kabupaten mengupayakan berhasiinya penerapan dan

- penegakiean peraturan perudangan-undangan di bidang lingkungan; -

Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasl pelaksanaan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemegang Surat izin
sesuai dengan peraturan perudangan-undangan yang beriaku;

Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal
ini meliputi pemberian persetujuan AMDAL (Kerangka Acuan (KA), (Analisis
Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Pengawasan Usaha
Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang

 disusun oleh masing-masing Pemegang lzin Usaha Pertambangan (IUP)

so!aku pemprakarsa.

M

@

L)

@

Pasal 34

Pemegang [zin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap operasi/produksi
wajlb menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan
Pementauan Lingkungan (RTPPL) kepada Pemerintah;

Pemegang (zin Usaha Pertambangan (UP) sebelum memulai tahap
operasi/produksi wajlb menempatikan Dana Jaminan Reklamas! pada Bank
Pemerintah sebagaimana diatur dalam perudangan-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

SERTA KEMITRA USAHAAN
Pasal 36

Pemerintah Kabupaten mewalibkan Pemegang [zin Usaha Pertambangan
(IUP) sesual dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program
pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat
setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusla, kesechatan
dan pertumbuhan ekonomi; .

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini; .

Pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan
. wilayah tersebut ayat (1) Pasal Inl  direncanakan dan dilaksanakan

Pemegang izin Usaha Pertambangan (JUP) dengan melibatkan Pemerintah
Kabupaten dan masyarakat setempat.

Pasal 36

Bupati mengupayakan terciptanyan kemitrausahaan antara Pemegang lzin Usaha

Pertambangan (IUP) dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling
membutuhkan dan saling menguntungkan.
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BAB XVi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

Pemerintah Kabupaten bertanggunglawab atas pembinaan dan pengawasan
serta pengendalian usaha pertambangan umum di dasrah.

M

@

®

0

@

Pasal 38

Pmmmmdanpenmmmmmmmm
PememmwnUsahaPumnhanganUmum(lUP)dlmmmaum
sesual kewenangannya;

Pasal 39

mmnmmmmmmmmmmm
Pelaksana inspelsl Tambang Daserah (PITDA) pada Dinas dan

lebih oleh

Pemyam. tugas pokok pada Dinas dan fungs! Pelaksana Inspeks!
Tmm»ammmmwmmmmbemmm
ketentuan yang berfaku;

Pelaksanaan dan pengawasan K3 dan lingkungan berpedoman
ketontuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. pada

Pasal 40

Pehhamndmmgamnhmperhmbangan,pemnpanmm
pertambangan, investasl, divestas! dan keuangan berdasarkan evaluas! atas

hpomhcﬂngmmdanmaﬂsasimdlsampaﬂmsahuﬂpeﬁkdi
lapangan.
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Pasal 48

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyldik Pegawal Negerl Sipil
sebagalmana dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah inl berwenang :

98 o o P

T @

. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana;

Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;

Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka;

Melakukan penyitaan benda atau dokumen;

Mengambil sidik jarl atau memotret seseorang;

Memnggwll seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagal tersangka
atau

Mendabmhnm orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan

Mongadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidlk Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
Melakukan tindakan fain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawablan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawal Negerl Sipll sebagaimana dimaksud Pasal 44,
mombuatbedhmseﬂapﬂn&hnm
a. Pemeriksaan tersangka;

b.

C.

d.
o.

Pemeriksaan rumah;
benda;
Pemeriksaan saksi;

Pemeﬂm:\dlhmpﬂbhdhndan mengirimkannya kepada Kejaksaan
Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

(1) izin Usaha Pertambangan Umum (JUP) yang telah diterbitkan atau disetujul
sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah inl, tetap berlaku sampal
berakhimya izin Usaha Pertambangan dimaksud;

(2) Surat kzin Pertambangan Umum Daerah (SIPD) dan Surat izin Pertambangan
Rakyat (SIPR) yang telah diterbitican atau disetujul dan masih berlaku sebelum
glnmmdl ma&udm Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampal berakhimya masa
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LAMPIRAN| : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN UMUM
NOMOR : 03 TAHUN 2004
TANGGAL  : 9 Pebruarl 2004
TENTANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM
TARIF PAJAK DAERAH DAN PUNGUTAN LAINNYA
UNTUK [URAN PRODUKS! DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

No | o0 MealBehan CelEN " et progu | DasarPoritungan | Deserya Tan

1 | Batubara (open pit) <5100 Ton 3,00
5100610 Ton B¢

_ _ >6100 Ton 7,00
2 Batubara (under ground) <5100 Ton 2,00
5100-6100 Ton 4,00
1 >8100 Ton 6,00
3_| Ganbul - —Ton 3,00
|4 ) - Ton-Logam 5,00
5 | Bih nikel (monifi) - Ton-Logam 4,00
6 [ Kobel - Ton-Logem 500
7_ | Timah - TonLogam 3,00
8 | Tembaga - Ton-Logam 4,00
9| Tmbal - Ton-Logam 3,00
10_|Se . TonLogam 3,00
11_| Besl - Ton-Logam 3,00
12 | Emss . Ton-Logam 375
13 | Perak . Ton-Logam 3%
| 14 | Plafina - T 3,76
16| Alr Reksa - 4}% 3,76 _
16_| Anfimonit . on-Logem 450
17_| Bsmat - Ton-Logam 450
18 _| Woifram - Ton-Logem 450
19 | Vanadum_ - ion.Logan Q@
| 20| Mokibdent - Ton-Logam 450
| 21 | Than - —_TonLogam 360
| 22 | Kromit - Ton -Konsentret 3,60
[ 23| Monasit - Ton -Konsentret 4,60
24 | Xenokm - Ton -Konsentrat 4,50
| 25 | imanit - on -Logam 250
|26 | Zroon - Ton -Konsentrat 4,60
27 | Rile - Ton -Konsentrat 4,50
28_| Pasir Bedl - Ton -Konsentref 3,76
29| Belerang - Ton -Konseniral 3,50
30| BauksHt - Vdm% 3,75
31| Mangaan - Volime 37
32_| BatuAspal - Ton 3,75
33_| Berit - “Ton 325
| 34| Yodum __ - Ton 3,75
| 35| Pasir Urup (tepes pantal) . Ton 3,76
|36 | Kitstal Kuarsa - —__Ton 3,76
37_ | Piit - Ton-Konsentrat 2,50
38 |lintan - Karal 850
39 | a. Granit biok - Ton 4,00
b. Granit bubuk/pecah . Ton 3,00

Keterangan :
*) Prosentase dari harga jua! produksi dengan harga yang bertaku pada hari perhitungan;



Jenis Minerel/Bahan Gallan

Tingkat Produksl Satuan Besa;y;Talt

® Colongan © <500.000 Ton 2
o .t
L 2500000 ™ g:
3 | Garam Batu [ . @0% s -
4 | Asbes m e %z:
5 |Tak —Wrm = =
i b 000 Ton ;g::
S ke 1T :ﬁoog Ton : ’22%:
i ik <§07)% “Ton gz
9 | Yerost . ﬁ% .. +
10 | Tawas (Alum) 000 a0 - %:'
11 | Leust ——-—___%% - ";23:
12 | Oker { :’%__’% 1 ,Ton %_g;z
13 | Pasir Kuarsa ——Wéoo% - — %:
16 | Feldspar ; f%—% ™. ‘g:.
16 | Gps ——-—%% ) “ %,:
17 | Bentoni %—% o %:
e T
e 000 Ton :g;’:
20 | Ovsidan @?——% = .
21 | pertt m Tm .;2_2:
22 | Tansh Diatoma G0 k) ,g:
23 | Taneh Serat | Siodoo i =
24 | Mamer 00 1 ‘»‘528;:
25 | Batutuls :%% l %:
o T
27 | Dolomi [ >500.000 |




2%
<500.000 0%
ﬁ Keist 55000 Ton 2%
2 |Gani 20%
' a. bubukipecah <600.000 Ton 2%
>500.000 2%
b. biok <500.000 Ton 20%
_ >500.000 0%

30 | Granf, Andes, Basall, Tiach ~<500.000 Ton 2%
 (bahan bangunan) >500.000 _ _20%
Pemakgaian — Ton 20%

31 | Tanshllat —

8. Tanah fat fahan apl <600.000 Ton 20%
_%% >500.000 2%

b. bahan bangunan <500.000 Ton 0%
>500.000 20%
 Pemakalan focel — _Ton 20%
32 | Tanah urug >500,000 Ton 20%
 <600000 | 20%
 Pemakelan focel — Ton 20%

33" | Pasi, kerkl —<500,000 Ton . 0% |
| _>500.000 o 20%
Pemakaian local — Ten 20%

3 <500.000 Ton 0%

. >500.000 20%
'35 | Balu permata — Ton 20%%)
36 | Baiuselengah permata J—— 20%") |

Mnm:mmmm;mmm.

Dengan harga yang beriaku pada harl perhitungan
Dan satuan nisl mata uang ketika djual;
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Setiap proses permohonan izn, rekomendasl dan pengesahan dpungut uang administrasi sebagal

No
1
2

P S I oula w

! /01'}‘0“; BUPATI GUNUNG MAS

B W%’ J. DJUDAE ANOM
Dlundanglmn di Kuala Kurun
padatanggal 12 Pebruari2004
o Dt
PJ. SEKRETARIS DAERAH f NN L
!
}

KABUPATEN GUNUNG MAS,

-~ ’J

-

lS‘"
s

‘ S 4
IrEPRENSIALP.UMBING j':'
Pembina Utama Muda

%-

‘%”'
NIP. 080 070 191"

 LEMBARAN DAERAH KABUPATENGUNUNG MAS
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI B
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